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WINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIFTUEN NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG $.ANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang tertib, taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, belanja
daerah berpedoman pada standar harga satuan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran;

b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan
kegiatan Perangkat Daerah yang belum diakomodir dalam
Peraturan Bupati Bireuen tentang standar harga satuan, maka
perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Bireuen .ahun Anggaran 2025.

u—

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
48 Tahun 1999 tentang rembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963j;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendah: —aan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
lr * 'nesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan ' *mbaran Neg "a Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856j;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerin“-h sebaga’ —ana telah diubah dengan
Peraturan P iden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peratura® Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016
Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor
84);
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(1)
(2)

Pasal 29

Pex sgungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri
dilakukan secara at cost (biaya riil}.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi
pimpinan dan anggota DPRK dilaku' n secara af cost
(biaya riill dengan m nperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatuh-—, kewajaran, an akuntabel.

3. Pasal 30 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

(5)

Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota
DPRK, PNS, Non PNS dan Pihak Lain se’'-<u pelaksana
perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimakst pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima)
hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Dokumen pertanggungjawab-—~ biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu} sekurang-
kurangnya melampirkan:

a. SPT yang sah;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat
pel-"'sanr - per ~'"1an dinas atau pihak ter’ "t vang
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, '-n
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran riil,

e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil,
yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak
dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa
hotel/penginapan;

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan
melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3
(tiga) huruf ¢, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh,
I tanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
bagi Pimpinan dan Anggota DPRK secara at cost (biaya riil)
wajib melampirkan:

a. SPT yang sah;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport t , retribusi, dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil,
yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak
dibidang penyewaan Kkendaraan dan/atau jasa
hotel/penginapan,



€.

Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang
komitmen untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, ber—1terai
Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana
perjalanan dinas; dan

laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan
melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(6) Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas
menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

4. Tlante

_Nc—or 15 dan Nomor 16 pada Lampiran | disisip 2

(dua) Nomor yakni Nomor 15.6 dan Nomor 15.7 sehingga
berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bireuen

729

pada tanggal 2 2005

AH
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BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ~025 NOMOR &4¢







































